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BAB V 

PENUTUP  

  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Ambiguitas kedudukan hukum Perusahaan Perseroan Daerah sebagai entitas 

bisnis Badan Usaha Milik Daerah terjadi karena pengaturan Perseroda sebagai 

badan hukum tidak terjadi harmonisasi aturan secara horizontal antara Undang-

Undang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang 

menimbulkan ketidakjelasan kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah dimana 

pada satu sisi berada pada ranah hukum publik dan sisi yang lain berada pada 

ranah hukum privat. Hal ini mengakibatkan Perseroda sulit dalam mencapai 

tujuan pembentukannya.  Deviden yang dihasilkan belum dapat berkontribusi 

dalam meningkatkan PAD. Sementara peningkatan PAD sebenarnya dapat 

dimanfaatkan oleh daerah untuk  kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip 

otonomi daerah. Ambiguitas tersebut tampak pada pengaturan tentang bentuk 

badan hukum, modal pendirian, peranan pemerintah daerah serta pengelolaan 

dan pengendalian Perseroda. Perseroda yang sejak awal pembentukannya harus 

dikelola dan dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum privat, ternyata  

tetap diatur  pengelolaannya dengan harus tunduk kepada hukum publik. Hal ini 

disebabkan karena saham Perseroda mayoritas dikuasai oleh Pemerintah Daerah 

dan modal Perseroda bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.        
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2. Bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang sebaiknya dilakukan 

adalah melalui  pengaturan  bentuk hukum Perseroda, modal pembentukan, 

kewenangan kepala daerah serta pengelolaan dan pengendalian Perseroda harus 

sesuai dengan bentuk badan hukum Perseroda sebagai  Perseroan Terbatas. 

Kemandirian Perseroda sebagai sebagai badan hukum yang berbentuk 

Perseroan Terbatas tampak pada bentuk badan hukumnya berupa  Perseroan 

Terbatas, modal pembentukan dan pendirian Perseroda yang berasal dari APBD 

akan menjadi  modal Perseroda sebagai Perseroan Terbatas. Penataan ulang lain 

yang harus dilakukan adalah dalam hal pengaturan tentang luas lingkup 

kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu penataan ulang yang harus 

dilakukan adalah mengenai pengelolaan dan pengendalian Perseroda. Dengan 

demikian harus ada peraturan yang khusus mengatur Perseroda sebagai entitas 

BUMD yang dikelola secara privat. Pengelolaan Perseroda mengikuti prinsip 

Business Judgement Rules yang berakar pada prinsip fiduciary duty dan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik (prinsip GCG) dapat menyebabkan 

peningkatan keuntungan Perseroda. Selain meningkatnya keuntungan, 

pengelolaan Perseroda yang professional dapat mendatangkan kemanfataan 

yaitu berupa kegiatan bisnis yang menopang usaha kecil dan menengah di 

daerah, menjadi penggerak kegiatan usaha yang belum diminati pihak swasta, 

memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta perluasan 

lapangan kerja dan terutama deviden Perseroda sebagai sumber PAD dapat 

berkontribusi kepada APBD yang oleh pemerintah daerah akan digunakan bagi 

peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan 
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materi warga masyarakat, pemenuhan kehidupan yang layak, mampu 

mengembangkan potensi diri serta dapat menjalankan fungsi sosialnya.   

 

5.2. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran 

penelitian yakni: 

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan DPR, sebagai unsur penyelenggara 

negara perlu melakukan kajian terhadap kedudukan hukum Perseroda sebagai 

entitas bisnis berupa kajian  tentang bentuk hukum, modal pembentukan, 

kewenangan pemerintah daerah serta pengelolaan dan pengendalian Perseroda 

agar memastikan kemandirian Perseroda sebagai badan hukum privat dalam 

rangka membentuk peraturan khusus mengenai Perseroda agar tidak terjadi 

ambiguitas yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakefektifan usaha 

Perseroda, sehingga tujuan pembentukan Perseroda berupa kesejahteraan sosial 

tidak tercapai. 

2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan 

pemerintahan di daerah perlu memastikan bahwa dalam proses pendirian dan 

pembentukan Perseroda telah melalui proses kajian yang mendalam sesuai 

karateristik, potensi dan kebutuhan daerah serta dapat memastikan bahwa 

Perseroda telah dikelola secara profesional sesuai dengan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas yang berlaku karena soal pengelolaan Perseroda masuk ke 

dalam ranah Hukum Privat.  
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3. Disarankan kepada komisaris Perseroda dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap pengelolaan Perseroda dilakukan secara tepat, akurat dan 

transparan sehingga baik Shareholder maupun Stakeholder dapat mengikuti 

perkembangan pengelolaan Perseroda. Hal ini dapat meningkatkan citra 

Perseroda sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis secara mandiri guna 

meningkatkan kesejahteraan sosial.  

4. Disarankan kepada Direksi Perseroda agar dalam mengelola perusahaan 

dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada 

prinsip fiduciary duty serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) agar tercipta profesionalisme dan budaya 

perusahaan yang sehat sehingga Perseroda dapat meningkatkan deviden 

perusahaan yang bermanfaat bagi peningkatan PAD.  

5. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama sebagai mitra dari 

Perseroda  guna mengembangkan bisnis yang dikelolanya agar para pihak 

memperoleh profit yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial. 

6. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema Badan Usaha Milik 

Daerah dapat melakukan penelitian mengenai model implementasi Prinsip 

Limited Liability dan Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam pengelolaan 

Perseroda sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Atau dapat juga melakukan 

penelitian mengenai model tata kelola dan pengendalian Perseroda berbasis 

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Prinsip GCG) guna meningkatkan 

perekonomian daerah.  
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